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KUHAP Baru Berpotensi Diuji di Mk

(Sambungan dari halaman 1)

KUHAP lama di mana masih
terpusat pada penyidik, Ini
tampak dari tidak diterimanya
usulan pengujian atas upaya
paksa yang dilakukan penyidik
secara  yudisial - dan tetap
mempertahankan diskresi pe-
nyidik.  Praperadilan tetap
menjadi upaya post factum,
Institute for Criminal Jus-
tice Reform (ICJR) juga mem-
pertimbangkan untuk menguji
sejumlah pasal dalam RKLU-
HAP yang telah disetujui un-
tuk disahkan menjadi UU ter-
sehut, "Banyak sekali yang bisa
di-JR (digugat lewat uji materi
ke MK)" kata Deputi Direktur
ICJR Maidina Rahmawati,
sementara itu, Ketua Ya-
yasan Lembaga Bantuan Hu-
kum Indonesia (YLBHI) M
Isnur dan Direktur LBH Ja-
karta Fadhil Alfathan yang ter-
gabung dalam Koalisi Masya-
rakat Sipil untuk Pembaruan
KUHAP menyatakan, koalisi
belum menyepakati tentang
pengujian ke MK, Koalisi akan

membahas hal itu terlebih da-
hulu,

Bagi koalisi, pembahasan
RKUHAP  dinilai  dilakukan
buru-bury, tidak transparan,
dan mengabaikan partisipasi
bermakna, RKUHAP juga ti-
dak mendukung tuntutan re-
formasi kepolistan. " Mckanis-
me pengawasan upaya paksa
semestinya diperkuat, tetapi
anchnya  RKUHAP  justru
memperkuat kewenangan ke-
polisian dan menambah ruang
diskresi yang membuat ruang
abuse of power,” demikian Si-
aran koalisi,

Adapun Koalisi - Nasional
Organisasi Penyandang Disa-
bilitas  untuk _Reformasi
KUHAP ‘menyebutkin, selu-
ruhi kritik dan masukan ter-
hadap RKUHAP dari perspek-
tf disabilitas sudah disampai-
kan dalam rapat dengar pen-
dapat umum, 29 September
2025, Namun, tidak ada per-
ubahan dalam KUHAP yang
telah disetujur menjadi UL

Koalisi yang terdiri atas 22
kelompok masyarakat sipil ini

berpandangan, jika argumen-
fasi dan usulan mereka tidak
diterima, seharusnya  DPR
memberikan respons atau ja-
wahan atas masukan yang di-
berikan,

sementara itu, Binsar Goel-
tom, ‘hakim_yang juga guru
besar di Universitas [slam Sul-
lan-Agung Semarang, meng-

Kritisi Pasal 235 Ayat (1) Huraf

¢ RKUHAP yang memasukkan
pengamatan  hakim  sebagai
tambahan alat bukti Menurut
dia, pengamatin hakim itu
muneul dari bagian alat bukti
‘petunjuk’

Akan tetapi, alat bukti “pe-
tunjuk’ justru dihapus sebagai
alat hukti dalim RKUHAP Pa-
dahal, alat bukti ‘petunjuk’itu-
lah alat hukti schingga penting
untuk dimasukkan kembali ke
dalam RKUHAL.

"Petunjuk itu justru bagian
dari pengamatan hakim, Jika
pengamatan hakim dijadikan
alat bukti (tambahan), berarti
seolah-olah - pengamatan ha-
kim sama seperti alat bukti
putusan hakim yang dijadikan

bukti dalam perkara lain, Itu
Lidak boleh,” kata Binsar,

Hak warga negara

Wakil Ketua Komisi [11 DPR
Rano Alfath mengatakan, jika
ada warga negara yang tidak
puas dengan UL, dipersilakan
mengajukan uji materi ke MK.
Hal itu disebutnya sebagai hak
demokrasi. "Nah, nanti dilihat
di situ mana yang memang
bisa diputuskan oleh uji materi
itu,” kata Rano.

la sekali lagi menegaskan
tidak mempersoalkan adanya
gugatan RKUHAP ke MK,
"Enggak masalah (dibawa ke
MK). Itu memang hak warga
negara dan organisasi lain,”
legasnya,

Ketua Komisi Pemberantas-
an Korupsi Setyo Budiyanto
berpandangan, RKUHAP yang
telah disetujui menjadi UU ti-
dak akan terlalu banyak ber-
pengaruh terhadap kerja-kerja
pemberantasan korupsi, Na-
mun, KPK masih akan meng-
kaji hal itu lebih dalam lagi,

(ANA/BOW/RTG/DEA)
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